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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 /D-16/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan penggunaan anggaran Tugas
Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, perlu
menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran;
b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran
pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran
2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 9



10.

11.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248 /PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 660);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1736);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89); 9b



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 41).

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Perkebunan
Kementrian Pertanian Republik Indonesia melalui
Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2020, Nomor SP DIPA-
018.05.4.199572/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA DINAS
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Menetapkan Saudara AMRULLAH, S.Pd.,MM Nip. 19670606
198903 O 010, Pangkat/Golongan Pembina Tk. I/IVb
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja
Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan
rencana penarikan dana;

b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar
proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output)
yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran;

e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan
perjanjian/kontrak  pengadaan  barang/jasa dan
pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sesuai dengan keluaran (output) yang 95



ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
serta rencana yang telah ditetapkan;

f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai
dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam
rangka penyusunan laporan keuangan; dan

h. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan anggaran setiap bulan, triwulan, dan tahunan
kepada Bupati, serta ditembuskan kepada Kepala Dinas
Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektur
Kabupaten, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan

pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja

Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

AN KAB. LUWU TTMUR . - -
M BB Jivdoe Ditetapkan di Malili

pada tanggal 10 Februari 2020

P~ | BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAXMMAD THORIG HUSLER

KETIGA
2020;
KEEMPAT
ditetapkan. 43
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